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Abstract 

This article examines gender relations and the transformation of Islamic education within Malay tradition. The 

study aims to analyze how Malay cultural values interact with Islamic educational reform and how gender relations 

are constructed, maintained, and transformed in educational institutions and community-based religious learning 

spaces. Using a qualitative library research design, this study reviews recent academic literature, policy-related 

documents, and conceptual studies on gender, Islamic education, and Malay culture published mainly between 

2018 and 2026. Data were collected through documentation, literature tracing, and thematic note-taking, then 

analyzed using content analysis and descriptive-critical interpretation. The findings reveal that Islamic education 

in Malay society is undergoing a gradual transformation from traditional, male-dominated authority structures 

toward more adaptive, inclusive, and socially responsive educational practices. Women's access to Islamic 

education and participation in social-religious activities have increased, yet gender inequality persists in leadership, 

institutional authority, curriculum representation, and decision-making. The study further shows that Malay 

tradition does not necessarily obstruct gender justice; values such as deliberation, respect for knowledge, 

communal harmony, and public benefit can serve as cultural capital for developing gender-responsive Islamic 

education. The novelty of this article lies in positioning Malay tradition not merely as a cultural background but 

as an analytical framework for negotiating gender justice within Islamic education. The study implies the need for 

curriculum reconstruction, gender-sensitive teacher capacity building, expanded women's leadership, and stronger 

collaboration between Islamic educational institutions, families, and Malay customary communities. 
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PENDAHULUAN 

Isu gender dalam pendidikan Islam semakin penting dibicarakan karena pendidikan bukan 

hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan agama, tetapi juga sebagai ruang 

pembentukan identitas, nilai sosial, dan relasi kuasa. Dalam masyarakat Muslim kontemporer, 

pendidikan Islam diharapkan mampu menjawab tuntutan keadilan, kesetaraan, dan partisipasi 

sosial tanpa kehilangan akar normatifnya. Literatur mutakhir tentang pendidikan Islam 

menunjukkan bahwa kesetaraan gender tidak dapat dipahami semata-mata sebagai agenda 

sosial modern, tetapi berkaitan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, penghargaan terhadap 

ilmu, serta tanggung jawab moral manusia sebagai subjek pendidikan [1], [2]. Dalam kerangka 

ini, laki-laki dan perempuan perlu diposisikan sebagai peserta didik, pendidik, dan aktor sosial 

yang memiliki kapasitas intelektual, spiritual, dan kepemimpinan yang setara. 

Dalam tradisi Melayu, pendidikan Islam memiliki sejarah panjang melalui keluarga, 

surau, langgar, madrasah, pesantren, dayah, dan majelis taklim. Lembaga-lembaga tersebut 

bukan hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk adab, kesantunan, solidaritas 

sosial, dan identitas budaya Melayu-Islam. Prinsip adat bersendi syarak, syarak bersendi 

Kitabullah menunjukkan bahwa budaya Melayu memiliki hubungan kuat dengan nilai-nilai 

Islam. Akan tetapi, kuatnya tradisi lokal tidak selalu menghasilkan relasi gender yang setara. 

Dalam beberapa konteks, pembagian peran domestik-publik, stereotip kepemimpinan laki-

laki, dan terbatasnya pengakuan terhadap otoritas keagamaan perempuan masih mewarnai 

praktik pendidikan dan kehidupan sosial-keagamaan [3], [4]. 

Kajian-kajian sebelumnya telah menunjukkan bahwa perempuan Muslim semakin aktif 

dalam pendidikan, dakwah, organisasi sosial-keagamaan, dan kepemimpinan komunitas. 

Beberapa studi menekankan pentingnya pendidikan Islam berbasis kesetaraan gender, 

pengarusutamaan gender dalam Pendidikan Agama Islam, serta kebutuhan rekonstruksi 

kurikulum agar tidak mereproduksi bias patriarkal [5], [6], [7]. Studi lain memperlihatkan 

bahwa perempuan ulama dan pendidik perempuan memiliki kontribusi penting dalam 

transmisi ilmu, pembentukan otoritas keagamaan, dan penguatan pendidikan Islam yang 

inklusif [8], [9]. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih membahas gender dan 

pendidikan Islam dalam konteks umum, belum secara khusus menempatkan tradisi Melayu 

sebagai ruang budaya yang memiliki karakter, simbol, otoritas adat, dan nilai sosial tersendiri. 

State of the art kajian ini terletak pada upaya menghubungkan tiga wilayah diskusi yang selama 

ini sering dibahas secara terpisah, yaitu perspektif gender, transformasi pendidikan Islam, dan 

tradisi Melayu. Kajian tentang gender dalam pendidikan Islam umumnya menyoroti akses, 

partisipasi, kurikulum, dan stereotip. Kajian tentang transformasi pendidikan Islam lebih 

banyak membahas modernisasi lembaga, integrasi ilmu, digitalisasi, atau reformasi kurikulum. 

Sementara itu, kajian tentang Melayu-Islam sering berfokus pada sejarah, adat, dakwah, dan 

identitas budaya. Celah penelitian muncul karena belum banyak kajian yang menjelaskan 

bagaimana nilai-nilai budaya Melayu dapat menjadi faktor yang membatasi sekaligus 

membuka peluang bagi transformasi pendidikan Islam yang berkeadilan gender [10], [11]. 

Dengan demikian, artikel ini berangkat dari argumen bahwa tradisi Melayu tidak dapat 

ditempatkan secara sederhana sebagai penghambat kesetaraan. Tradisi lokal dapat memuat 

struktur patriarkal, tetapi pada saat yang sama juga menyimpan modal budaya yang kuat untuk 

mengembangkan pendidikan Islam yang inklusif, seperti musyawarah, penghormatan terhadap 

ilmu, keseimbangan sosial, gotong royong, dan kemaslahatan bersama. Karena itu, 
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transformasi pendidikan Islam dalam tradisi Melayu perlu dipahami sebagai proses negosiasi 

antara teks keagamaan, budaya lokal, kebijakan pendidikan, perubahan sosial, dan kesadaran 

gender [12]. 

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk relasi gender dalam pendidikan Islam 

tradisi Melayu, menganalisis transformasi lembaga, kurikulum, dan otoritas pendidikan Islam 

dalam konteks perubahan sosial, serta merumuskan strategi pengembangan pendidikan Islam 

berbasis tradisi Melayu yang responsif gender. Kebaruan artikel ini terletak pada penempatan 

tradisi Melayu sebagai kerangka analitis, bukan sekadar latar budaya. Melalui pendekatan 

tersebut, penelitian ini menawarkan model konseptual bahwa pendidikan Islam berkeadilan 

gender dapat dibangun melalui sintesis antara nilai Islam, budaya Melayu, dan prinsip 

kesetaraan sosial kontemporer. 

 

METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Pilihan 

metode ini didasarkan pada karakter penelitian yang berfokus pada penelaahan konsep, wacana, 

hasil penelitian, dan dokumen ilmiah mengenai gender, pendidikan Islam, dan tradisi Melayu. 

Studi kepustakaan digunakan untuk membangun sintesis konseptual yang tidak hanya 

mendeskripsikan literatur, tetapi juga menafsirkan hubungan antara nilai budaya, otoritas 

keagamaan, perubahan lembaga pendidikan, dan konstruksi gender dalam masyarakat Melayu. 

Ruang kajian penelitian ini adalah tradisi Melayu di Indonesia dan kawasan serumpun yang 

memiliki akar kuat dalam Islam, terutama Sumatra, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Kalimantan 

Barat, Malaysia, Brunei, dan sebagian Thailand Selatan. Unit analisis dalam penelitian ini 

mencakup wacana akademik tentang gender, lembaga pendidikan Islam, praktik sosial-budaya 

Melayu, representasi perempuan dalam pendidikan, dan strategi transformasi pendidikan Islam 

berkeadilan gender. 

Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar, Garuda, SINTA, DOAJ, 

Crossref, dan laman jurnal yang relevan. Kata kunci yang digunakan meliputi gender dan 

pendidikan Islam, kesetaraan gender dalam Pendidikan Agama Islam, perempuan dan 

pendidikan Islam, kepemimpinan perempuan dalam pendidikan Islam, tradisi Melayu dan 

Islam, Islam Melayu, modernisasi pendidikan Islam Melayu, serta Malay Islamic education and 

gender. Literatur yang diprioritaskan adalah artikel jurnal terbitan 2018-2026, memiliki DOI 

atau identitas publikasi yang jelas, relevan dengan fokus kajian, dan berasal dari jurnal 

terakreditasi nasional atau jurnal internasional bereputasi. Buku dan dokumen pendukung 

digunakan secara terbatas untuk memperkuat konteks historis dan konseptual. 

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah: sumber membahas gender, pendidikan 

Islam, tradisi Melayu, otoritas perempuan, transformasi kurikulum, atau lembaga pendidikan 

Islam; terbit dalam rentang waktu terbaru; memiliki kontribusi konseptual atau metodologis; 

dan dapat diverifikasi melalui identitas jurnal, DOI, atau penerbit akademik. Kriteria eksklusi 

adalah sumber yang tidak memiliki identitas publikasi jelas, tidak relevan dengan topik, bersifat 

opini populer tanpa dasar akademik, serta sumber yang hanya mengulang konsep tanpa 

kontribusi analitis. Proses seleksi dilakukan melalui pembacaan judul, abstrak, kata kunci, dan 

isi artikel secara bertahap. 
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Tabel 1. Strategi Penelusuran dan Seleksi Literatur 

Aspek Keterangan Fungsi dalam Kajian Status 

Basis data Google Scholar, Garuda, SINTA, 

DOAJ, Crossref, dan laman 

jurnal 

Menelusuri artikel nasional dan 

internasional 

Digunakan 

Kata kunci gender, pendidikan Islam, tradisi 

Melayu, perempuan ulama, 

kepemimpinan perempuan, 

Malay Islamic education 

Memperluas cakupan literatur Digunakan 

Kriteria inklusi Relevan, terbit 2018-2026, 

memiliki DOI/identitas jurnal, 

peer-reviewed atau akademik 

Menjamin kemutakhiran dan 

kredibilitas 

Digunakan 

Kriteria eksklusi Opini populer, metadata tidak 

lengkap, tidak relevan, atau tidak 

dapat diverifikasi 

Mencegah penggunaan sumber 

lemah 

Digunakan 

Teknik analisis Content analysis dan deskriptif-

kritis 

Menghasilkan kategorisasi 

tematik dan sintesis konseptual 

Digunakan 

 

Data dianalisis menggunakan content analysis dan analisis deskriptif-kritis. Content 

analysis digunakan untuk mengidentifikasi pola tematik, seperti akses pendidikan, partisipasi 

sosial-keagamaan, kepemimpinan perempuan, representasi kurikulum, dan nilai budaya 

Melayu. Analisis deskriptif-kritis digunakan untuk menilai kekuatan, kelemahan, dan relevansi 

temuan literatur terhadap transformasi pendidikan Islam yang berkeadilan gender. Keabsahan 

data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan artikel jurnal, buku akademik, 

dokumen kebijakan, dan temuan penelitian terdahulu agar sintesis yang dihasilkan tidak 

bergantung pada satu sumber saja. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Pemetaan Tematik Literatur 

Hasil penelaahan literatur menunjukkan bahwa isu gender dan transformasi pendidikan Islam 

dalam tradisi Melayu dapat dipetakan ke dalam lima tema utama. Pertama, peningkatan akses 

perempuan terhadap pendidikan Islam. Kedua, perluasan partisipasi perempuan dalam 

aktivitas sosial-keagamaan dan pendidikan komunitas. Ketiga, ketimpangan kepemimpinan 

dan otoritas keagamaan yang masih didominasi laki-laki. Keempat, perlunya rekonstruksi 

kurikulum agar lebih responsif terhadap isu gender. Kelima, potensi nilai budaya Melayu 

sebagai modal sosial untuk membangun pendidikan Islam yang inklusif. Pemetaan ini 

menunjukkan bahwa transformasi pendidikan Islam tidak hanya terjadi pada aspek 

administratif, tetapi juga menyangkut perubahan wacana, relasi kuasa, dan representasi 

pengetahuan. 

 

Tabel 2. Pemetaan Temuan Literatur 

Tema Temuan Utama Makna Analitis Rujukan 

Akses pendidikan 

perempuan 

Perempuan semakin 

memperoleh ruang 

belajar di madrasah, 

pesantren, perguruan 

Akses meningkat, tetapi 

belum otomatis 

menghasilkan distribusi 

otoritas yang setara. 

[2], [5], [13] 
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Tema Temuan Utama Makna Analitis Rujukan 

tinggi, dan majelis 

taklim. 

Partisipasi sosial-

keagamaan 

Perempuan aktif sebagai 

guru, dai, penggerak 

komunitas, dan pendidik 

keluarga. 

Partisipasi informal 

sering lebih kuat 

daripada pengakuan 

formal kelembagaan. 

[8], [9], [14] 

Kepemimpinan dan 

otoritas 

Kepemimpinan lembaga 

dan otoritas keputusan 

masih banyak dikuasai 

laki-laki. 

Kesetaraan tidak cukup 

diukur dari akses; perlu 

dilihat distribusi kuasa. 

[10], [15], [16] 

Kurikulum dan pedagogi Materi ajar masih 

berpotensi memuat 

stereotip peran gender, 

sehingga perlu 

rekonstruksi. 

Kurikulum menjadi 

arena penting untuk 

membentuk kesadaran 

gender. 

[3], [6], [7] 

Nilai budaya Melayu Musyawarah, adab, 

penghargaan pada ilmu, 

dan kemaslahatan dapat 

menjadi modal budaya. 

Tradisi dapat 

direkonstruksi sebagai 

sumber legitimasi 

pendidikan inklusif. 

[17], [18], [19] 

 

Relasi Gender dalam Pendidikan Islam Tradisi Melayu 

Relasi gender dalam pendidikan Islam tradisi Melayu menunjukkan pola yang ambivalen. Di 

satu sisi, perempuan memiliki akses yang semakin luas terhadap pendidikan formal dan 

nonformal [20], [21], [22]. Mereka hadir sebagai peserta didik, guru, pengelola kegiatan 

keagamaan, penggerak majelis taklim, dan pendidik utama dalam keluarga. Peningkatan ini 

sejalan dengan perkembangan pendidikan Islam kontemporer yang semakin terbuka terhadap 

partisipasi perempuan dan penguatan kapasitas sosial-keagamaan mereka [8], [13]. Di sisi lain, 

ruang kepemimpinan strategis masih cenderung dikuasai laki-laki, terutama dalam posisi 

pengambil keputusan, pimpinan lembaga, pengasuh pesantren, dan otoritas keagamaan formal. 

Kondisi ini memperlihatkan bahwa transformasi gender dalam pendidikan Islam Melayu 

belum selesai karena akses belum sepenuhnya diikuti oleh pengakuan otoritas [23], [24], [25]. 

Ketimpangan tersebut berkaitan dengan struktur sosial dan interpretasi budaya yang 

menempatkan laki-laki sebagai figur utama dalam ruang publik. Dalam sebagian masyarakat 

Melayu, pembagian peran domestik-publik masih dipengaruhi oleh tafsir sosial yang 

mengaitkan perempuan dengan fungsi pengasuhan dan laki-laki dengan kepemimpinan. 

Namun, temuan literatur juga menunjukkan bahwa konstruksi ini tidak bersifat tetap. Ketika 

perempuan memperoleh pendidikan tinggi, terlibat dalam organisasi keagamaan, dan memiliki 

kompetensi pedagogis, legitimasi sosial terhadap peran publik perempuan mulai meningkat 

[9], [15]. 

 

Transformasi Lembaga, Kurikulum, dan Otoritas Pendidikan Islam 

Transformasi pendidikan Islam dalam tradisi Melayu tampak pada perubahan lembaga, 

kurikulum, dan pola otoritas. Lembaga pendidikan Islam yang dahulu lebih menekankan 

transmisi kitab, hafalan, dan pembentukan adab tradisional kini mulai mengintegrasikan ilmu 

umum, literasi digital, pendidikan karakter, moderasi beragama, dan isu sosial kontemporer. 

Perubahan ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam Melayu tidak statis, melainkan terus 
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beradaptasi dengan tuntutan zaman. Namun, proses adaptasi tersebut tidak berlangsung 

seragam. Lembaga di kawasan perkotaan cenderung lebih cepat menerima pendekatan inklusif, 

sedangkan lembaga di pedesaan sering lebih berhati-hati karena kuatnya otoritas adat dan 

keterbatasan sumber daya. 

Pada aspek kurikulum, literatur menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender dalam 

Pendidikan Agama Islam perlu dilakukan melalui materi ajar yang menampilkan laki-laki dan 

perempuan sebagai subjek moral, intelektual, dan sosial yang setara [3], [6]. Rekonstruksi 

kurikulum tidak berarti menolak nilai Islam atau tradisi Melayu, tetapi menafsirkan kembali 

keduanya agar lebih responsif terhadap keadilan. Pada aspek otoritas, munculnya perempuan 

ulama, pendidik perempuan, dan aktivis dakwah digital memperlihatkan adanya pergeseran 

dari otoritas tunggal berbasis gender menuju otoritas berbasis kapasitas ilmu, moralitas, dan 

kontribusi sosial [8], [9]. 

 

Strategi Pengembangan Pendidikan Islam Berkeadilan Gender 

Berdasarkan sintesis literatur, strategi pengembangan pendidikan Islam berkeadilan gender 

dalam tradisi Melayu dapat diarahkan pada empat hal. Pertama, rekonstruksi kurikulum agar 

materi ajar tidak mereproduksi stereotip gender dan mampu menghadirkan narasi perempuan 

Muslim sebagai ulama, pendidik, pemimpin, dan aktor perubahan. Kedua, penguatan kapasitas 

pendidik melalui pelatihan pedagogi responsif gender, sehingga guru tidak hanya memahami 

materi agama, tetapi juga mampu mengelola kelas yang inklusif. Ketiga, perluasan ruang 

kepemimpinan perempuan dalam madrasah, pesantren, yayasan pendidikan, dan komunitas 

keagamaan. Keempat, kolaborasi antara lembaga pendidikan, keluarga, tokoh adat, dan 

masyarakat agar transformasi tidak dipahami sebagai ancaman terhadap tradisi, melainkan 

sebagai penguatan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam budaya Melayu [2], [5], [6]. 

 

Pembahasan 

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa transformasi pendidikan Islam dalam tradisi Melayu 

tidak dapat dipahami hanya sebagai modernisasi kelembagaan, tetapi sebagai perubahan relasi 

sosial yang menyentuh akses, partisipasi, otoritas, kurikulum, dan legitimasi budaya. Temuan 

ini sejalan dengan Masyitoh dan Hidayanti yang menekankan bahwa kesetaraan gender dalam 

pendidikan Islam membutuhkan manajemen pendidikan yang mampu menempatkan laki-laki 

dan perempuan secara adil dalam ruang domestik maupun publik [2]. Akan tetapi, penelitian 

ini memperluas diskusi tersebut dengan menunjukkan bahwa dalam konteks Melayu, 

kesetaraan tidak hanya berhadapan dengan struktur sekolah, tetapi juga dengan adat, otoritas 

sosial, dan nilai kolektif yang hidup di masyarakat [26], [27]. 

Temuan tentang pentingnya rekonstruksi kurikulum sejalan dengan Safitri dan Awalia 

yang menyatakan bahwa pengarusutamaan gender dalam Pendidikan Agama Islam perlu 

dilakukan melalui pembelajaran yang menghilangkan bias, subordinasi, dan stereotip [3]. Hasil 

kajian ini juga mendukung temuan Yaqin bahwa pendidikan agama berbasis gender 

membutuhkan pembaruan bahan ajar karena sebagian materi keagamaan masih dapat dibaca 

secara bias apabila tidak disertai perspektif keadilan [6]. Perbedaannya, artikel ini menekankan 

bahwa rekonstruksi kurikulum dalam masyarakat Melayu harus dilakukan secara kultural, 

yaitu dengan menghubungkan nilai kesetaraan dengan nilai musyawarah, adab, dan 

kemaslahatan agar lebih mudah diterima oleh komunitas lokal. 
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Temuan mengenai peningkatan partisipasi perempuan sekaligus keterbatasan otoritas 

formal sejalan dengan studi Norlaila, Nuryadin, dan Yaqin tentang peran perempuan ulama 

dalam pengembangan pendidikan Islam [8]. Studi tersebut menunjukkan bahwa perempuan 

ulama berkontribusi melalui kepemimpinan pesantren, pendekatan pendidikan inklusif, dan 

adaptasi dakwah digital. Temuan ini juga diperkuat oleh Salim yang menunjukkan bahwa 

perempuan ulama membangun otoritas pedagogis melalui keterlibatan berkelanjutan, 

kredibilitas moral, dan kemampuan mengajar yang adaptif dalam konteks masyarakat 

minoritas Muslim [9]. Dalam artikel ini, temuan tersebut dibaca dalam konteks Melayu bahwa 

otoritas perempuan tidak selalu hadir melalui struktur formal, tetapi sering tumbuh melalui 

ruang komunitas, keluarga, majelis taklim, dan pendidikan nonformal. 

Temuan tentang kuatnya hambatan patriarkal juga memiliki keterkaitan dengan studi 

White et al. tentang patriarki politik, Islam, dan representasi perempuan di Indonesia. Mereka 

menunjukkan bahwa sikap patriarkal masih berpengaruh terhadap dukungan publik terhadap 

kepemimpinan perempuan [15]. Meskipun penelitian tersebut berada dalam ranah politik, 

implikasinya relevan bagi pendidikan Islam karena lembaga pendidikan juga merupakan ruang 

produksi nilai dan legitimasi sosial. Jika pendidikan terus mereproduksi gambaran bahwa 

kepemimpinan adalah wilayah laki-laki, maka ketimpangan representasi perempuan akan terus 

berlangsung. Sebaliknya, jika pendidikan Islam menampilkan perempuan sebagai subjek ilmu 

dan pemimpin moral, maka lembaga pendidikan dapat menjadi ruang koreksi terhadap budaya 

patriarkal [28], [29], [30]. 

Temuan mengenai tradisi Melayu sebagai modal budaya sejalan dengan kajian tentang 

transformasi pendidikan Islam dalam sejarah peradaban Islam Melayu yang menunjukkan 

bahwa pendidikan Melayu-Islam selalu mengalami adaptasi dari tradisi klasik menuju 

modernisasi [18]. Dengan demikian, tradisi Melayu tidak dapat dipahami sebagai entitas beku. 

Ia memiliki kemampuan adaptif sepanjang perubahan dibingkai dalam bahasa nilai yang dapat 

diterima masyarakat. Nilai musyawarah dapat menjadi dasar partisipasi perempuan, 

penghormatan terhadap ilmu dapat menjadi dasar pengakuan kapasitas intelektual perempuan, 

sedangkan prinsip kemaslahatan dapat menjadi dasar pembukaan ruang kepemimpinan yang 

lebih luas bagi perempuan. 

Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan tradisi Melayu sebagai kerangka 

analitis dalam membaca transformasi pendidikan Islam berbasis gender. Berbeda dari kajian 

yang hanya membahas kesetaraan gender dalam pendidikan Islam secara umum atau yang 

hanya mengkaji sejarah Islam Melayu, artikel ini mempertemukan keduanya dalam satu model 

konseptual. Model yang ditawarkan adalah pendidikan Islam responsif gender berbasis tradisi 

Melayu, yaitu pendidikan yang mengintegrasikan nilai Islam, nilai budaya lokal, dan prinsip 

keadilan sosial dalam kurikulum, pedagogi, kepemimpinan, dan relasi kelembagaan. 

Implikasi penelitian ini dapat dibaca pada tiga level. Secara teoretis, artikel ini 

memperkaya kajian pendidikan Islam dengan menunjukkan bahwa kesetaraan gender perlu 

dianalisis secara kontekstual berdasarkan budaya lokal. Secara praktis, lembaga pendidikan 

Islam di kawasan Melayu perlu merevisi materi ajar, memperkuat kapasitas guru, membuka 

ruang kepemimpinan perempuan, dan mengembangkan kolaborasi dengan keluarga serta 

tokoh adat. Secara kebijakan, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya dukungan regulatif 

dan program afirmatif agar pendidikan Islam tidak hanya meningkatkan akses perempuan, 

tetapi juga memperkuat partisipasi dan otoritas perempuan dalam pengambilan keputusan. 
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Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan. Pertama, penelitian ini berbasis studi 

kepustakaan sehingga belum menggambarkan pengalaman empiris perempuan, guru, 

pimpinan lembaga, dan tokoh adat secara langsung. Kedua, tradisi Melayu memiliki wilayah 

dan karakter yang sangat beragam, sedangkan artikel ini masih membahasnya secara umum. 

Ketiga, sebagian literatur yang tersedia masih lebih banyak membahas gender dan pendidikan 

Islam secara nasional, belum secara spesifik pada komunitas Melayu. Oleh karena itu, 

penelitian lanjutan perlu menggunakan studi lapangan, etnografi pendidikan, wawancara 

mendalam, atau studi kasus pada lembaga pendidikan Islam di Riau, Jambi, Sumatra Selatan, 

Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, dan kawasan Melayu lainnya. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi pendidikan Islam dalam tradisi Melayu tidak 

hanya berkaitan dengan perubahan lembaga, kurikulum, dan metode pembelajaran, tetapi juga 

mencerminkan perubahan relasi gender melalui dialog antara nilai Islam, budaya lokal, dan 

tuntutan modernitas. Temuan menunjukkan bahwa akses pendidikan perempuan dalam 

masyarakat Melayu semakin terbuka dan partisipasi mereka dalam aktivitas sosial-keagamaan 

terus meningkat, meskipun ketimpangan masih tampak pada aspek kepemimpinan, distribusi 

otoritas, dan representasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai Melayu seperti 

musyawarah, penghormatan terhadap ilmu, keseimbangan sosial, dan kemaslahatan bersama 

dapat menjadi modal kultural untuk membangun pendidikan Islam yang lebih inklusif, 

partisipatif, dan berkeadilan gender. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam di kawasan 

Melayu perlu memperkuat rekonstruksi kurikulum berbasis kesetaraan, meningkatkan 

kapasitas pendidik dalam pedagogi responsif gender, membuka ruang kepemimpinan yang 

lebih luas bagi perempuan, serta membangun kolaborasi dengan keluarga, masyarakat adat, 

dan pemangku kebijakan. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan lapangan 

seperti studi kasus, etnografi, atau wawancara mendalam agar mampu menggambarkan 

pengalaman empiris masyarakat Melayu secara lebih kontekstual dan komprehensif. 
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